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PUTUSAN
Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dengan persidangan majelis, telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
gugatan perceraian antara:
PENGGUGAT binti RUWAHIM, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28
Nopember 1993, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXX, tempat tinggal di XXX XXXX XX XX XXX XX XX XX XX XX,
XXXXXXXKX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Kota Kediri,
dalam hal ini memberi kuasa kepada RONALD BUDI
LAKSMANA, S.H., TEGUH ARIYANTO, S.H., dan
SUWARNI, S.H. para Advokat pada Kantor Hukum
Ronald SH dan Rekan yang berkantor di Jalan Bromo
Mangir No. 445 Kepanjen Malang, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal Kediri, 04 Mei 2022, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT bin SAIFUL ANWAR, tempat dan tanggal lahir Surabaya,
12 April 1989, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX,
tempat kediaman di XXX XXXX XX XX XXX XX XXXXX XX XX XX
XX, XXXXXXXXX XXXXXXKK, XXXXKKKKK XXXXXXXX, XXXX XXXKXKX,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
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Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara
tertulis ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxXx tertanggal 09 Mei 2022 yang
terdaftar pada register perkara Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 13 Mei

2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2016 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum
dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut
telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx Kota Kediri,
sebagaimana tercatat dalam Register Nikah No. 0098/28/11/2016
tertanggal 16 Pebruari 2016 (vide Bukti P-1);

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swit;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah bersama pemberian orang tua Penggugat di XXX XXXX XX XX XXX XX
XXXXX XX XX XX XX, XHXXXXXXXX XXXXXXKK, XHXXXXXXK XXXXXXXK, XXXX XXXXXX;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 ( satu )
orang anak, yakni REYHAN SYAHPUTRA, laki-laki, lahir pada 30 Januari
2019;

5. Bahwa sejak memiliki anak di tahun 2019 ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
a. Tergugat selalu tidak ikhlas dalam memberi nafkah wajib kepada

Penggugat dan anak tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat sama

sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
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b. Tergugat seringkali berperilaku kasar baik secara verbal maupun
secara fisik kepada Penggugat setiap kali Penggugat membahas
masalah penghasilan Tergugat;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2020 Penggugat sudah merasa tidak
sanggup lagi menghadapi perilaku Tergugat, dan memutuskan untuk
kembali ke rumah orang tua Penggugat di XXX XXXX XX XX XXX XX XX XX XX
XX, XXXRRKKXX  XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, XXXX XXXXXX hingga
sekarang sudah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan selama itu
sudah tidak ada hubungan lahir dan batin lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali
membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah memenuhi unsur
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (flKompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

11. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX XXXXXX C(.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat (TERGUGAT bin SAIFUL
ANWAR ) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti RUWAHIM )

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa pada pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir
sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil
secara sah dan patut sesuai relaas panggilan nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Kdr.
tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk
hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan
menasehati untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha
tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan
pembacaan gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim
selanjutnya memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan
alat bukti, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0098/28/11/2016 tertanggal 16

Pebruari 2016, atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571016811930002 atas nama

Penggugat (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. RUWAHIM bin KASIHTOHARJO, umur 62 tahun, agama Islam,
pekerjaan XXxXxXxXx XxxxxX, tempat kediaman di Jl. Kawi RT.013
RW.004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri,
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan
sudah punya satu orang anak;

- Bahwa bahwa sejak memiliki anak Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
selama 1 tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

2. SUGENG BUDI SANTOSA bin JOYO SUDARMO, umur 50 tahun,
agama lIslam, pekerjaan XxxXxxxx XxxxxX, tempat kediaman di Jl.
Lapangan RT.001 RW.001 xxxx xxxxx Kecamatan Gurah Kabupaten
Kediri, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya 1 orang anak;

- Bahwa bahwa sejak punya anak Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang
memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
selama kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan
Tergugat akan tetapi mereka tidak bisa disatukan lagi;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan
mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan

ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)
dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk wewenang
Pengadilan Agama XXXX XXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak
pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR Majelis
Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan cara
menasihati Penggugat di depan persidangan, akan tetapi upaya perdamaian
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan, sedang
Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil/lkuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan
ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah,
maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin
mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan persidangan, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR. perkara ini diperiksa dan
diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Tergugat. Hal tersebut sesuai
pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz Il halaman 149 yang berbunyi
sebagai berikut:

dgle ASall g dinlly g seall glan las ) jad g4y )l il o lian) Haad ol

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa

bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;
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Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak punya anak di tahun 2019
antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
bertengkaran karena Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada
Penggugat dan sering kasar kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: :
0098/28/11/2016, tanggal 14 Februari 2016 (P.1), dan Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atas nama Pengugat (P.2), serta dua orang saksi yang telah
menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada
tahun 2016, sejak punya anak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada
Penggugat, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah
selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat tersebut akan
dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan,
dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah
sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai
suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal
standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Penggugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
dan bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut
merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
mengikat dan menentukan, dan terbukti pula Penggugat sebagai penduduk

wilayah xxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 274/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan

Agama XXXX XXXXXX; Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh

kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan

pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang
lain, kedua saksi tersebut adalah ayah dan paman Penggugat, maka sesuai

pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut

dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian, oleh

karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai
nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Tergugat,
maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 14
Pebruari 2016;

- Bahwa sejak mempunyai anak di tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran maka antara Penggugat dan
Tergugat berpisah rumah selama selama lebih dari 1 tahun;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak
berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus

ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
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suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di
Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian vyaitu
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat
maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majlis akan mempertimbangkan
gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan
unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas sejak punya anak di tahun
2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat,
dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan
pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat
tinggal selama lebih dari 1 tahun berturut-turut dan selama pisah pula antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana
layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha
menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi
upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah

terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan
pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak
berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di
dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan
rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang
diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan
kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau
kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam
Kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq yang diambil alih menjadi

pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :
ad any aly aa o3l slall oyl e (33Ul Al DY s a8
OY 750 3 (e bsma sl Aday ) ual Cum g a5 e g
Z50 oL 138 5 2l Canallly (a5 31 aa) o oSy () slina ) el
Ala=ll

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap
guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)
sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah
satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal
tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan
dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan
perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
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mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina
dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar
dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang
dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka
3, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam
bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syari serta peraturan perundang-undangan
lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT bin SAIFUL
ANWAR) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti RUWAHIM);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqo’idah 1443 Hijriyah, oleh kami
Drs. AKHMAD MUNTAFA’, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P,
S.Ag.,M.H.l. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada
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hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA,
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H.
Hakim Anggota Panitera Pengganti
Drs. RUSTAM MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. PNBP Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 345.000,-
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